
 

 

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR 

NOMOR 13 TAHUN 2023 

 

TENTANG 

STANDAR HARGA BARANG DAN JASA 

LINGKUP PEMERINTAH DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Standar 

Satuan Harga, perlu dipertimbangkan kewajaran 

beban kerja dan biaya untuk melaksanakan suatu 

kegiatan yang dilakukan secara bertahap 

disesuaikan dengan kebutuhan; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 298 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Pasal 51 ayat (5) 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja 

Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah selain 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman 

pada Standar Harga yaitu Analisis Standar Belanja 

dan  Satuan  Standar  Harga sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

 

 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

SALINAN 
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menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar 

Harga Baran g  dan  Jasa  Lingkup Pemerintah 

Daerah; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia          Tahun 

1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia          Tahun 

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022       Nomor 143, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6801); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia          Nomor 

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2      Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 

tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar 

Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi 
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Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia          Nomor 

4889); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia         Tahun 

2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia          Nomor 6523); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019       Nomor 

42, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia       Tahun 

2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 

Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 

 

 

8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 

Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia          Tahun 2020 Nomor 57); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19      

Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik 
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Daerah (Berita Negara Republik Indonesia       

Tahun 2016 Nomor 547);  

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108    

Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi 

Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);  

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70    Tahun 

2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan  

Daerah  (Berita  Negara  Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 1114);  
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90  Tahun 

2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77   Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar    

Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran  Daerah  Kabupaten  

Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 119,  

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten   

Kepulauan Selayar Nomor 53); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA 

BARANG DAN JASA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar. 
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2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang 

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar. 

4. Standar Harga Barang dan Jasa yang selanjutnya 

disingkat SHBJ adalah pedoman pembakuan 

barang dan jasa menurut jenis, spesifikasi dan 

kualitas, serta harga tertinggi dalam periode 

tertentu. 

5. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat 

SSH adalah harga satuan  setiap unit barang yang 

berlaku di suatu daerah. 

6. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya 

disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas 

beban kerja dan biaya yang digunakan untuk 

melaksanakan suatu kegiatan yang dilaksanakan 

oleh satuan Perangkat Daerah dalam satu tahun 

anggaran. 

7. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya 

disingkat HSPK adalah 

harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui 

analisis yang distandarkan untuk setiap jenis 

komponen kegiatan dengan menggunakan SSH 

sebagai elemen penyusunannya. 

8. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya 

disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas 

beban kerja dan biaya yang digunakan untuk 

melaksanakan suatu kegiatan. 

9. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat 

BMD adalah semua barang yang dibeli atau 

diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan 

belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya 

yang sah. 

 

BAB II 

PRINSIP 
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Pasal 2 

Penyusunan SHBJ menganut prinsip: 

a. disiplin anggaran; 

b. tertib anggaran; 

c. kemampuan Daerah; 

d. karakteristik Daerah; 

e. efektif; dan 

f. efisiensi. 

 

BAB III 

SHBJ 

 

Pasal 3 

Dalam pelaksanaan, SHBJ merupakan harga satuan 

setiap unit barang dan jasa yang berfungsi                                        

sebagai : 

a. estimasi atau perkiraan besaran biaya tertinggi 

yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, 

termasuk karena adanya kenaikan harga pasar; 

dan 

b. harga sudah termasuk pajak negara dan pajak 

daerah. 

 

Pasal 4 

Komponen SHBJ dimaksudkan untuk memenuhi 

kebutuhan obyektif, karakteristik, dan perkembangan 

kebutuhan Daerah dengan tetap mengacu pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 

Pasal 5 

Komponen SHBJ terdiri atas : 

a. SSH tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; 

b. SBU tercantum dalam Lampiran II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini; 
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c. HSPK tercantum dalam Lampiran III yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini; dan 

d. ASB tercantum dalam Lampiran IV yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 6 

Komponen SHBJ merupakan harga satuan setiap unit 

barang dan jasa yang bertujuan untuk menjadi 

perencanaan penetapan biaya yang bersifat umum dan 

berlaku sama pada setiap Perangkat Daerah dalam 

lingkup Pemerintah Daerah. 

 

Pasal 7 

Apabila dalam pelaksanaan, satuan SHBJ belum  

tercantum dalam Peraturan Bupati ini atau terjadi 

kenaikan biaya terhadap penggunaan barang dan 

komponen penyusun lainnya akibat kebijakan 

Pemerintah, inflasi dan/atau keadaan memaksa 

yang disebabkan karena bencana alam, perang dan 

lain-lain sejenisnya, maka satuan SHBJ dapat 

disesuaikan dengan harga kebutuhan riil atau 

sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan. 

 

 

 

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 8 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, 

Peraturan Bupati Kepulauan Selayar                                                                                 

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Standar Harga Barang 

dan Jasa Lingkup Pemerintah Daerah (Berita Daerah 
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Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023        Nomor 

749), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 9 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar. 

 

Ditetapkan di Benteng 

Pada tanggal 7 Juli 2023 

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR, 

                   TTD 

          MUH. BASLI ALI 

 

Diundangkan di Benteng 

pada tanggal 7 Juli 2023 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, 

          TTD 

 MESDIYONO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2023 

NOMOR 761  


